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PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Bantuan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa penyaluran bantuan pemerintah di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan harus dilaksanakan secara
tertib dan tepat sasaran serta mendukung program
pendidikan dan kebudayaan.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah
pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah
pada Kementerian Negara/Lembaga, Menteri sebagai
pengguna anggaran bewenang menetapkan pedoman
umum penyaluran bantuan pemerintah di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;

bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum
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Mengingat

Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun
2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, belum dapat memenuhi kebutuhan hukum
dalam penyaluran bantuan pemerintah dan belum
sepenuhnya mendukung program pendidikan,
khususnya mengenai peningkatan kualitas pendidik dan
tenaga kependidikan, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan  Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Pedoman Umum Penyaluran
Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas



Menetapkan
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Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 192);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

S. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1745);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2018 Nomor 5795)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 236);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut Bantuan
adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan
sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada
perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga
pemerintah /nonpemerintah.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan
kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai
kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau
membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan
tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme
pembayaran langsung.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang
bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA
untuk melaksanakan sebagian dari kewenangan dan
tanggung  jawab penggunaan anggaran pada
kantor/satuan kerja di Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
Kementerian adalah Kementerian yang
menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan

kebudayaan.
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Pasal 2

Tujuan pemberian Bantuan di Kementerian meliputi:

a.

pengembangan kemampuan dan kapasitas
perorangan/kelompok masyarakat, komunitas budaya,
organisasi kemasyarakatan, dan satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat di bidang
pendidikan dan kebudayaan;

pemberdayaan di bidang pendidikan dan kebudayaan
dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas
perseorang/kelompok masyarakat, komunitas budaya,
organisasi kemasyarakatan, satuan pendidikan/lembaga
yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat
sehingga mampu memenuhi kebutuhan di bidang
pendidikan dan kebudayaan;

perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan
dan kebudayaan;

peningkatan kualitas pelestarian budaya dan penguatan
komunitas budaya; dan

peningkatan mutu pembelajaran melalui pemberian
penghargaan tunjangan profesi pendidik dan tenaga
kependidikan di satuan pendidikan/lembaga yang

diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat.

Pasal 3

Penyaluran Bantuan di Kementerian dilakukan dengan

prinsip:

a. efisiensi;

b. efektifitas;

c. akuntabilitas;

d. transparansi; dan

tepat sasaran.



